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ABSTRAK

Nur Ayu Mentari, Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam
Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasah
Dusturiyah) (Dibimbing oleh Bapak H. Sudirman. L. dan Bapak Fikri).

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai peran KPU Kota Parepare dalam
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental berdasarkan pada perspektif
siyasah dusturiyah, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-
XI11/2015 menjadi landasan hukum bagi KPU Kota Parepare dalam menjalankan
tugasnya dalam pemenuhan hak politik disabilitas mental. Namun, dalam fakta
lapangan yang ada masih banyak masyarakat yang menganngap bahwa penyandang
disabilitas mental sama seperti orang gila sehingga, mereka tidak perlu diberikan hak
politiknya. Berdasarkan hal tersebut ada tiga rumusan masalah yang menjadi dasar
dari adannya penelitian ini diantaranya 1). Bagaimana peran KPU Kota Parepare
dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental?; 2). Bagaimana Faktor
Penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas mental?; 3). Bagaimana Pandangan siyasah dusturiyah
terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di Kota Parepare?.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota
Parepare dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas mental, mengetahui
apa saja faktor penghambat yang dilalui KPU Kota Parepare dalam upaya
mewujudkan hak politik penyandang disabilitas mental dan mengetahui pandangan
Siyasah Dusturiyah terhadap realisasi hak politik penyandang disabilitas mental.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis tergolong penelitian
lapangan (Field Research) yaitu jenis penelitian yang mengkaji kemajuan-kemajuan
tertentu di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, yaitu
jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendokumentasikan,
menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui
observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa 1). pelaksanaan hak politik
penyandang disabilitas mental pada pemilukada 2019 di Kota Parepare telah tercapai
namun belum maksimal karena adanya sejumlah hambatan yang menghalangi dalam
mencapai potensi maksimal, karena hanya penyandang disabilitas mental dalam
kondisi mental yang tenang atau dalam kondisi baik yang dapat memilih. 2). Faktor
penghambat yang dirasakan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak politik
disabilitas mental yaitu kurangnya dukungan terhadap penyandang disabilitas mental,
kurangnya data dan informasi terkai penyandang disabilitas mental, kurangnya
relawan atau organisasi terkait disabilitas mental. 3). Pendapat Siyasah Dusturiyah
tentang pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas intelektual pada pemilukada
2019 di Parepare ini sejalan dengan prinsip dan kaidah figh siyasah dengan tidak
membeda-bedakan atau diskriminasi, karena penyandang disabilitas mental pada
hakikatnya sama dengan manusia lainnya di mata Allah SWT dan di mata hukum.

Kata Kunci: Penyandang Disabibilitas Mental, KPU Kota Parepare, Hak Politik
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan
diatur oleh undang-undang. Legitimasi Indonesia sebagai negara demokrasi
ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
“ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar” . Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka rakyatlah yang memegang
kedaulatan tertinggi dan pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip dari rakyat

(of the people), oleh rakyat (by the people) dan untuk rakyat (for the people).

Dalam proses membangun suatu negara demokrasi, rakyat menjadi pusat
operasi negara, sehingga segala kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik dapat memberikan legitimasi
terhadap kekuasaan yang berasal dari rakyat. Legitimasi ini penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Ada beberapa ciri yang dimiliki
demokrasi menurut David Beetham, dimana menurutnya sistem politik demokrasi
dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memenuhi sejumlah karakteristik
seperti: pemilihan umum yang adil dan berkala, akuntabilitas negara kepada rakyat,

jaminan kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti Indonesia, pemilu
merupakan hal yang paling perlu dilakukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Pemilu merupakan ekspresi dari distribusi hak warga negara atas partisipasi politik



dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat
partisipasi politik, maka semakin banyak warga negara yang patuh, mengerti, dan
berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Disisi lain, rendahnya tingkat partisipasi
politik seringkali menunjukkan kurangnya apresiasi dan minat warga terhadap

urusan atau kegiatan kenegaraan.

Selanjutnya, kualitas suatu pemilu paling tidak ditentukan oleh apakah
penyelenggaraan pemilu itu menghormati prinsip-prinsip pemungutan suara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi juga ditentukan oleh adanya
jaminan yang sama atas hak-hak semua warga negara sepanjang proses pemilihan,

yang berlangsung tanpa diskriminasi.

Begitupun dengan para penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental
mereka sebagai warga negara Indonesia, kedudukan dan hak mereka adalah sama
dengan warga negara lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Artinya semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam
pemerintahan, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih tanpa kecuali
merupakan bagian dari persamaan hak politik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian pula bagi penyandang disabilitas, mereka merupakan bagian dari warga
negara Indonesia yang berhakatas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
hak-hak dasarnya. Namun pada kenyataannya, banyak penyandang disabilitas,

terutama warga penyandang disabilitas mental, yang sering mengalami



diskriminasi.

Hak memilih penyandang disabilitas sebanarnya telah dijamin oleh berbagai
undang-undang. Seperti pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) menyatakan sebagai berikut:

1 Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara
langsung maupun melalui wakil-wakil rakyat.

2 Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat ke jabatan
publik dalam pemerintahannya sendiri.

3 Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan negara, yang harus
dinyatakan dengan surat suara yang teratur dan rahasia berdasarkan hak pilih

yang universal dan sama atau cara lain yang menjamin kebebasan pers®.

Selain itu Hak pilih bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam ketentuan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang
menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon
anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD,
dan sebagai penyelenggara pemilu. Legitimasi tersebut dipertegas dengan ketentuan
Pasal 13 bagian (a) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang
menegaskan bahwa salah satu bentuk aktualisasi hak politik penyandang disabilitas

adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

'Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, * Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang
Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta’ ,Jurnal Ham,
10.2 (2019), h. 164



Hak untuk memilih sebenarnya merupakan salah satu hak asasi manusia yang
melekat pada diri seseorang, dan pelaksanaannya dijamin oleh negara. Hak untuk
memilih dianggap sebagai hak dasar yang harus dilaksanakan tanpa memandang
suku, kebangsaan, ras, agama, atau jenis kelamin karena sifat hak untuk memilih

hampir sama atau universal dengan hak-hak lainnya.

Menurut Jimly Asshiddigie, esensi utama dari hak asasi manusia adalah
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang seutuhnya,
serta adanya jaminan persamaan atas hak setiap warga negara untuk bebas dari
tindakan diskriminasi karena perbedaan ikatan primordial seperti suku, ras, agama

dan etnis.

Bahkan dalam alquran surah Al-Kahfi: 110 dijelaskan bahwa manusia dimata
Islam adalah sama, walaupun berbeda jenis kelamin, keturunan, jabatan, dan
kekayaan bahkan kesehatan seseorang, ketakwaan seseoranglah yang membedakan
antara manusia satu dengan manusia lainnya sebagaimana firman Allah swt. dalam

Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

iy G sals a5 (85 R0 (e a8 1) Gl 0T
Sud e A )RR ) de 2K &T T 85

Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.Sesungguhnya yang
paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.Sungguh, Allah
Maha Mengetahui dan Mahateliti” .2

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’ an Dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-

Syifa, 1998)



Berdasarkan uraian di atas, Allah SWT telah memberikan gambaran
mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi ibadah maupun
aktivitas sosial antar sesama manusia. Bagian ini juga menekankan tujuan utama
diturunkannya Alquran  untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk
diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi berdasarkan perbedaan warna

kulit, kondisi fisik, dan lain sebagainnya.

Mengenai penyandang disabilitas, dalam pengertian Pasal 1 Undang-Undang
No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang pada
saat berinteraksi dengan lingkungan mengalami gangguan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta dapat mengalami hambatan dan
kesulitan dalam interaksi penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar

persamaan hak®

Selanjutnya berdasarkan pada jenisnya ada 2 jenis disabilitas mental diantara
adalah disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Selanjutnya
berdasarkan pada jenisnya ada 2 jenis disabilitas mental diantara adalah disabilitas
psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial adalah individu
yang mengalami gangguan berpikir, perilaku dan emosi yang terwujud dalam

perilaku sedangkan jenis-jenis disabilitas psikososial adalah:

1. Skizofrenia

2. Afektif

3 Nur Aliyah Zainal, DKk, * Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di
Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014° , Jurnal Politik Profetik 6.1 (2018), h.
108
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Gangguan Kepribadian®.

Sedangkan disabilitas perkembangan adalah individu yang mengalami
gangguan pada perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interasi sosial

adapun jenis disabilitas perkembangan adalah sebagai berikut:
1. Autisme
2. Hyperaktif
3. Demensia’

Sebenarnya perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental bukan lagi hal
baru di Indonesia karena sejak pemilu 2014 hak pilih bagi penyandang disabilitas
mental mulai diakomodasi dengan baik®. Hingga ditahun 2015 timbul lah pro dan
kontra terkait pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental akibat dari

adanya putusan Mahkamah Konsititusi No. 135/PUU-XI111/2015.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sejak pemilu 2014 hak pilih bagi
penyandang disabilitas mental mulai diakomodasi. Di Kota Parepare sendiri KPU

telah mengakomodir pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau

4 Republik Indonesia, “ UU No 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas”

® Republik Indonesia, “ UU No 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas”

& Tonyyuri Rahmanto, ‘ Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari
Perspektifhakasasi Manusia’ , Jurnal Ham, 10. 1 (2019), h. 20



tuna grahita. Pada pemlihan umum tahun 2019 ada 72 nama yang terdata sebagai
penyandang tuna grahita atau penyandang disabilitas mental, akan tetapi masih

banyak diantara 72 nama ini yang belum menggunakan hak pilihnya.

Ada beberapa faktor sehingga menimbulkan beberapa faktor penghambat bagi
masyarakat penyandang disabilitas mental tidak dapat menggunakan hak politiknya
dalam hal ini hak pilihnya, diantaranya adalah sebagai berikut: belum maksimalnya
Kinerja dari penyelenggara pemilihan umum, minimnya kesadaran dan kepedulian
dari pihak keluarga, kerabat atau saudara penyandang disabilitas guna upaya yang
dilakukan dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya hak politik bagi
penyandang disabilita orang tua atau kerabat penyandang disabilitas atas upayanya
menjamin terwujudnya hak politik penyandang disabilitas serta stigma masyarakat
yang menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa/mental itu sudah pasti gila.
Padahal Allah swt. telah memuliakan makhluk ciptaannya vyaitu manusia
sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al Isra/17: 70

il Cpe 2AUE S5 Ay ol L;(,.M_\Luj adl 6 Ga5K Ml

L

\4- : 2% 113’!1 ° g . ’..::/; L‘;b éi 109. ’.‘3
Terjemahannya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan
dengan kelebihan yang sempurna.’

7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’ an Dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-
Syifa, 1998)



Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa setiap manusia dimuka bumi ini adalah
makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt. jika Allah saja yang merupakan dzat yang
maha pencipta telah memuliakan manusia tanpa terkecuali, maka akan sangat tidak
baik jika kita sesama manusia saling mencaci maki dan menghina orang lain. Karena
pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak, harkat dan hak asasi manusia yang

harus dihormati begitu juga dengan mereka para penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan pada permasalahan diatas penulis melakukan sebuah penelitian
mengenai seberapa besar peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak
konstitusional politik bagi penyandang disabilitas mental dan bagaimana Kinerja
KPU dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pemilin yang memiliki

disabilitas mental.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah
utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana “ Peran Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Mental” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam optimalisasi pemenuhan hak

politik bagi penyandang disabiltas mental?

2. Bagaimana Faktor penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam

upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental?

3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak



politik bagi penyandang disabilitas mental di Kota Parepare?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak
politik bagi penyandang disabiltas mental.

2. Mengetahui Apa saja factor penghambat yang dihadapi KPU Kota Parepare
dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental.

3. Mengetahui bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan

hak politik penyandang disabiltas mental di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengetahui
bagaimana Peran KPU Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik
Untuk Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi)
bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan

penelitian ini.
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2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman
ilmiah penulis dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar
dalam proses perkuliahan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya
bagi masyarakat Kota Parepare agar dapat berpartisipasi dalam upaya
mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara untuk seluruh

warga negara indonesia dalam proses pemilhan umum.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan dilakukan dalam suatu penilitian dengan tujuan
agar dapat memperoleh suatu gambaran mengenai topik yang akan dibahas dalam
suatu penelitian dengan membandingkan penelitian dengan penelitian sebelumnya

dengan harapan agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini.

Tinjauan penelitian relevan yang pertama adalah penelitian skripsi yang
dilakukan oleh Riskah Angriani mahasiswi IAIN Parepare dengan judul peneilitian
“ Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada
Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasah Syariah)” . Data penelitian diambil
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta melalui sumber data
sekuder seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya. Adapun jenis penelitian pada
penelitian yang dilakukan oleh Riskah adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil
penilitian menunjukkan bahwa peran KPUD Kota Parepare dalam pemenuhan hak
pilin bagi penyandang disabilitas telah dilakukan dengan pemutakhiran data

penyandang disabilitas, penentuan DPT dan penyediaan aksesbilitas?.

8 Riska Angriani, “ Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas
Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasah Syariah)” , (Skripsi Sarjana Parepare: Institut
Agama Islam Negeri: 2020)

11
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Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska
terletak pada sujek penelitian yakni KPU Kota Parepare selaku lembaga
penyelenggara pemilihan umum di Kota Parepare. Selain itu jenis penelitian dalam
tulisan ini dan penelitian yang dilakukan oleh Riskah sama-sama menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan
oleh riskah terletak pada objek kajian penelitian yakni pada penelitian yang
dilakukan oleh Riskah berfokus kepada semua pemilih disabilitas sedangkan pada
penelitian lebih berfokus kepada satu jenis disabilitas yakni disabilitas mental atau
yang biasa disebut dengan tuna grahita. Sealin itu terdapat lagi satu perbedaan yakni
pada peneilitian yang dilakukan oleh Riskah menggunakan pendekatan islami
melalui analisis siyasah syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan

pendekatan islami melalui pandangan siyasah dusturiyah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iskak mahasiswa di Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “ Analisis Figh siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas
Mental Dalam Pemilihan Umum 2019” . Data penelitian dikumpulkan melalui
penelitian kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan teknik deskripsi deduktif,
kemudian disistematisasikan dan dijadikan data khusus. Data dikumpulkan sebagai

data primer dan data sekunder yang membahas topik masalah®.

° Iskak, “Analisis Figh siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-
Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019 ”, (Skripsi Sarjana:

Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: 2019)
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUUXIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental untuk
memilih dalam kondisi tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Iskak terletak pada metodologi penelitian yang digunakan.

Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Iskak menggunakan metode
deskriptif deduktif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga
pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi,

interview (wawancara), studi pustaka dan dokumentasi.

Selain itu pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana
analisis figih siyasah terhadap putusan MK No. 135/PUU-XI11/2015 sedangkan pada
penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana peran KPU Kota Parepare
dalam mengimplementasikan putusan MK No. 135/PUU-XII1/2015. Adapun
persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Iskak dengan penelitian ini terletak
pada objek kajian dari penelitian ini yaitu hak pilih bagi penyandang disabilitas

mental.

Terakhir penelitian skripsi yang dilakukan oleh Taufig G Pratama dengan judul
“ Pemenuhan Hak-Hak politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu
Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)”. Adapun data penelitian diambil
dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan cara memperoleh data dari KPU,

Dinas Sosial dan yayasan penyandang disabiltas menegenai pemilu?. Berdasarkan

1 Taufig G Pratama, “ Pemenuhan Hak-Hak politik Terhadap Penyandang Disabilitas
Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
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pada permasalahan pada penelitian oleh taufig ini menghasilkan kesimpulan bahwa
kurang efektifnya penangangan khusus oleh pihak KPU Kota Bengkulu Sehingga

masih ada penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan hak suaranya.

Adapun persama antara penelitian ini dengan penelitian oleh Taufig yakni jenis
penilitian yakni kualitatif dan tekhnik pengumpulan data seperti cara meliputi
observasi, interview (wawancara), studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan
perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq yakni
objek penelitian. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Taufiq objek
penelitian bepusat pada penyandang disablitas secara menyeluruh sedangkan pada
penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik kepada penyandang disabilitas

mental.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah konsep atau definisi yang saling berhubungan yang
menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena. Fungsi tinjauan teori itu
sendiri dalam suatu penelitian adalah untuk menginterpretasikan gejala dan indikasi
dari data lapangan dimana peneliti secara teoritis menjelaskan fenomena masalah.
Definisi teori menurut Dougherty & Pfaltzgraff, teori adalah alat intelektual aktif:
membantu mengatur pengetahuan Kita, mengajukan pertanyaan penting, dan
memandu perumusan prioritas penelitian dan memilih metode yang digunakan dalam

penelitian, ini membantu memperjelas prioritas penelitian, memilih metode

(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu), (Skripsi Sarjana: Bengkulu: IAIN Bengkulu:
2019)
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penelitian, mentransfer pengetahuan dari satu bidang ke bidang lain, dan

memberikan dasar untuk mengevaluasi rekomendasi kebijakan?.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sejumlah kerangka teoritis
dan konseptual sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti dan

menanggapi masalah subjek penelitian.

1.  Teori Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan salah satu pondasi atau penopang dalam suatu
negara dimana ini sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan serta tujuan dari
dibentuknya negara tersebut. Di Belanda, konsep kelembagaan negara ini biasa
disebut dengan Staatsorgaan.

Dalam bahasa Indonesia sinonim dengan instansi pemerintah, lembaga negara,
badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai awal atau masa depan (sesuatu yang akan,
bentuk aslinya (penampilan, keberadaan), bentuk atau hubungan, didefinisikan
sebagai badan atau organisasi yang bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah).
Atau mengejar aspirasi dan membentuk perilaku model yang terdiri dari interaksi
sosial terstruktur.

Dalam pembentukan lembaga negara, ada yang dibentuk dengan pemberian
kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk dengan

pemberian kewenangan oleh undang-undang, dan ada pula yang dibentuk hanya

"Dicky Wahyudi, DKk, “ Sinergitas Organisasi Publik Dengan Mengimplementasikan Sukuk
Wakaf Melalui Pembentukan Halal Center Industry’ , Simposium Nasional Keuangan Negara,
(2018), h. 726
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dengan Keputusan Presiden. Tentunya dalam hierarki atau kepangkatan, jabatan
ditentukan sesuai dengan derajat organisasi menurut undang-undang yang berlaku*2.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD adalah lembaga
konstitusi, lembaga yang dibentuk dengan undang-undang adalah lembaga hukum,
dan lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setingkat lebih rendah dari
kedua lembaga di atas. Selanjutnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah tentu memiliki tingkatan yang lebih rendah.

Ahmad Sukarja menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu fungsi negara,
maka dibentuklah alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai
lembaga-lembaga negara

Di Indonesia ada beberapa lembaga-lembaga atau komisi-komisi independen
diantaranya:

a. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen

1. Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Agung (MA)

N o o B W D

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
b. Lembaga Negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen
berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance

lainnya, seperti:

123imly Asshiddigie, ¢ Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah
Konstitusi), (Jakarta: Konstitusi Pers, 2004), h. 56
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1. Komisi Yudisial (KY)

Bank Indonesia (Bl) sebagai Bank sentral
Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

o g M w N

Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya
dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam
menjalankan tugasnya seb-agai pejabat penegak hukum di bidang pro
justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan
kepolisian
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diben-tuk berdasarkan UU
tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24
ayat (3) UUD 1945
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk
berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat constitutional
importance.
c. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang -
undang, seperti:
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
d. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah)
lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat
khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:

1. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
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Komisi Pendidikan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

10. Lembaga Informasi Nasional (LIN).

Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah)

lainnya, seperti:

1.

o g R WD

Menteri dan Kementerian Negara
Dewan Pertimbangan Presiden
Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Ombudsman Nasional (KON)
Komisi Kepolisian

Komisi Kejaksaan.

Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum

yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya,

seperti:

1.
2.
3.
4.

Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
BHMN Perguruan Tinggi

BHMN Rumah Sakit
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6. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KOR-PRI)
7. lkatan Notaris Indonesia (INI)
8. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Adapun KPU merupakan lembaga negara yang Yyang pemberian
kewenangannya melalaui Undang-undang. Dasar hukum bagi KPU Kota Parepare
selaku lembaga negara penyelenggara pemilihan umum yang bertempat di Kota
Parepare dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental adalah
putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XI11/2015, UU No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas.
2.  Teoriatau Konsep Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM)
didefinisikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Salah satu tokoh yang
mempopulerkan mengenai hak asasi manusia ialah John Locke (1632-1704) dimana
Menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia
sebagai hak kodrati 3. Sementara itu, menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi
Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menekankan bahwa hak asasi manusia

adalah hak yang melekat pada setiap manusia.*

Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka sejak Era Reformasi

yang membawa angin segar terhadap jaminan dan penegakan Hak Asasi Manusia

BFirdaus Arifin, “ Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan”,
(Yogyakarta: Thafa Media, 2019), h. 5

14 Firdaus Arifin, “ Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan” , (Yogyakarta:
Thafa Media, 2019), h.7
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(HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai Hak Asasi
Manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan 28]
UUDNRI Tahun 1945 Jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Dengan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung hukum bagi Hak
Asasi Manusia ini cukup memperlihatkan komitmen dari Bangsa Indonesia terhadap

Hak Asasi Manusia. Adapun jenis-jenis dari Hak Asasi Manusia antara lain:

a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)?*®

Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat di
muka hukum, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam
untuk aktif setiap organisasi dan sebagainya.Contohnya hak kebebasan dalam

mengutarakan atau menyampaikan pendapat.

b. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta
memanfaatkan sesuatu. Contohnya hak asasi terkait ekonomi tentang kebebasan
dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak dan hak asasi ekonomi tentang

kebabasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.

c. Hak Asasi Politik (Politic Rights)

Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, melalui hak pilih
seperti mencalonkan diri sebagai Bupati dan memilih dalam suatu Pemilu contohnya

memilih Bupati.

15 Kusnadi, “ Modul: Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)” , h.
1.14
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d. Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)

Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan. Contohnya hak dalam perlakuan yang adil atau sama

dalam hukum.

e. Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)

Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat
yakni untuk memilih pendidikan hak untuk mengembangkan kebudayaan dan

sebagainya.Contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

f. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal
penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Contohnya hak untuk mendapatkan hal
yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan,
penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

3. Teori Partisipasi Politik

Partispasi politik adalah salah satu bentuk atau ciri dari adanya modernisasi
politik serta peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat sehingga
menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Secara umum kata partisipasi politik

memliki arti keikutsertaan dalam suatu konteks politik.

Ini mengacu pada keikutsertaan masyarakat dalam tahapan kebijakan dimulai

dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan serta ikut serta dalam
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pelaksanaan keputusan. Dalam teori partisipasi politik ini beberpa tokoh yang
mempopulerkan teori ini seperti Huntington dan Joan Nelson, Miriam Budiarjo,

Herbert McCloky, dan lainnya.

Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik ke dalam berbagai
bentuk seperti: Tindakan individu sebagai bagian dari operasi pemilihan umum, lobi
politik, atau negosiasi politik dengan politisi atau pejabat kunci pemerintah atau
anggota parlemen, aktif dalam organisasi sosial atau organisasi sekunder partai
politik, mencoba untuk membangun jaringan politik dan melakukan tindakan
kekerasan dalam bentuk huru hara, deklarasi terorisme, kudeta, atau pemberontakan,
kegiatan tersebut telah mencakup berbagai kegiatan warga dalam kehidupan politik

atau mempengaruhi kebijakan politik.2®,

Berdasarkan pada teori diatas pada point pertama yaitu aktivitas individu dalam
kegiatan pemilihan umum menandakan bahwa setiap warga negara berhak untuk
melakukan partisipasi politik berupa pemilihan umum tanpa melihat perbedaan
terhadap individu tersebut. Lebih lanjut, menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik
adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang berperan serta secara aktif dalam
kehidupan politik, misalnya pemilihan seorang pemimpin nasional yang secara
langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau

kebijakan publik?’.

C. Kerangka Konseptual

16 Anwar Arifin, “ Perspektif Ilmu Politik> , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81
" Anwar Arifin, “ Perspektif llmu Politik” , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 78
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Penelitian ini berjudul “ Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Siyasah
Dusturiyah)” . Untuk lebih memahami penelitian ini, penulis merasa perlu untuk
mendeskripsikan makna judul agar tidak menimbulkan makna dan interpretasi yang
berbeda. Pemahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan pemahaman

sebagai dasar utama untuk mengembangkan isu-isu yang perlu dibahas lebih lanjut.
1.  Peran

Dalam istilah sosiologis, peran adalah perbuatan status atau pelaksanaan hak
dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Sedangkan menurut Soekanto,
peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status)*®. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa peran pada hakikatnya adalah penggerak fungsi-fungsi yang
melekat pada seseorang atau suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kekuasaan,

hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut Jimly Asshiddigie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia “ Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara
yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan
Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah®®. Komisi

18Hason Nogi, “ Manajemen Publik , (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 43-44.
19 Jimly Ashiddigie, ““ Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” , (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), h. 236-239
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Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga

negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.
3. Hak Politik

Dalam arti luas, hak politik dapat didefinisikan sebagai kebebasan untuk
membuat pilihan dalam kehidupan publik suatu negara yang tidak dapat diintervensi
atau diterima oleh siapa pun. Menurut ahli hukum, hak politik adalah hak yang
dimiliki dan diperoleh seseorang sebagai anggota organisasi politik (negara), seperti
hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam
negara, atau hak politik itu adalah hak-hak di mana individu memberi andil melalui

hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya°,

2Mu’ az Bin Abd. Aziz, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Politik Dalam Akta
Hasutan 1948 Di Malaysia” , (Skripsi Sarjana: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: 2011), h. 18
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4. Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas mental menurut UU No 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan pada fungsi

pikir, emosi, perilaku?!.
5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi dua kata yakni siyasah dan dusturiyah,
dimana kata siyasah berasal dari Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya
mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu

yang bersifat politis?.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari figh siyasah yang membahas
tentang hukum negara, juga berkaitan dengan konsep konstitusi, undang-undang,
lembaga demokrasi dan syura, siyasah dusturiyah yang lebih luas mengacu pada
konsep hukum negara dalam siyasah dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan
warga negara dan hak-hak yang mengikat dilindungi. Penyusunan pengaturan
perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan

tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

21UU No 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c)
22 Ali Akbar Abaib, “ Ilmu Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah” , (Yogyakarta: Semesta
Aksara, 2019), h. 12
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BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini tergolong penelitian
lapangan, vyaitu jenis penelitian yang mengkaji kemajuan-kemajuan tertentu di
lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis
penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendokumentasikan, menganalisis,
dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara,

dan studi dokumen untuk memecahkan masalahz.

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di KPU Kota Parepare Jl. Bumi Harapan,
Parapare. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama Dua bulan

lamanya. Berikut gambaran umum lokasi penelitian yaitu:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare merupakan lembaga negara

yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional
importance yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kota Parepare.
KPU Kota Parepare dalam susunannya bersifat hierarki dengan KPU Provinsi dan
KPU Pusat (KPU RI). Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang selanjutnya di

singkat dengan KPU Kota Parepare berlokasi di JI. Bumi Harapan, Kota Parapare.

ZMardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal(Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara,
2014),h. 26.
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1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare telah menetapkan visi dan misi sebagai
gambaran tujuan yang akan mencerminkan peran yaang akan dilaksanakan dimasa
mendatang. Dimana visi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menggabarkan
kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang
diselesaikan dalam periode 5 tahun yaitu 2020-2024.

Visi:

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang merupakan bagian dari Komisi
Pemilihan Umu Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi visi dan misi KPU RI,
dimana visi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare adalah sebagai berikut:

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Adapun pengertian kata mandiri, profesional, dan berintegritas adalah sebagai
berikut:

a. Mandiri, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak
manapun, disertai dengan transparansi dan tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel

c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,
tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan
kepentingan umum.

Misi:

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan rumusan umum dari
upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Parepare untuk
mewujudkan visi KPU Kota Parepare Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum
ota Parepare yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi misi dari KPU

RI yaitu:
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Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan
dan kode etik penyelenggara pemilu

Melaksanakan peraturan dibidang kepemiluan, dan pemilihan dalam upaya
memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif

Menigkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan pemilihan
di Kota Parepare yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
menyelanggarakan pemilu serentak dan pemilihan

Berupaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu serentak dan
pemilihan di Kota Parepare

Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak dan pemilihan di Kota

Parepare kepada seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dan berdasarkan pada visi dan misi

program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menyusun program dan

kegiatan KPU Kota Parepare periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi

menjadi 2 yaitu:

a.

Menjadikan Organisasi KPU Kota Parepare yang mampu melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa
terpengaruh oleh entitas lain.

Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang pemilu dan pemilihan.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare

Berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum pada pasal

18 disebutkan mengenai tugas KPU Kabupaten/Kota diantaranya adalah sebagai

berikut:

a.

menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
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c. menggordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

f. melakukan dan mengumumkan rekaptulasi hasil perhitungan suara pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekaptulasi suara di PPK

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawalu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilin sesuai
dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota

i.  menindaklanjuti dengan segara temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota

J.  menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu dan

I.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota:
a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c. menetepkan dan mengumumkan reapitulasi penghitungan suara pemilu

anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan
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suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan
sertifikat rekapitulsi suara

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya

e. menjatuhkan sanksi administratif adn/atau menonaktifkan smementara
anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti mlakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahap penyelenggaraan pemilu berdasarkan
putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu
Kapbupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan

f. melaksanakan wewenang lain yang dibeirkan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pare
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta melakukan
sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tingkat pusat, maka KPU
Kota Parepare menetapkan tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
a. mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan
berintegritas
b. menyelenggarakan pemilu serentak dan pemilihan yang demokratis, tepat
waktu, efisien dan efektif
c. mewujudkan pemilu serentak dan pemilihan yang langsung, umum, bebas

rahasia, jujur dan adil

4.  Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Seiring dengan tujuan yang telah dipaparkan, maka sasarana strategis yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang akan dicapai pada
periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertam yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan

Umum Kota Parepare yang mandiri, profesional, dan berintegritas” , yaitu:
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a. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat
b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas
c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga penyelengggaran pemilu
dan pemilihan yang berkualitas
Sasaran strategis untuk tujuan kedua yakni “ Menyelenggarakan Pemilu
Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif” , yaitu:
a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh
lapisan masyarakat
b. Terwujudnya koosmimasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan
standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi
serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi.
Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “ mewujudkan pemilu serentak dan
pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yaitu terwujudnya
pemilu serentak dan pemilihan dengan tingkat artisipasi yang tinggi disertai dengan

penyelesaian sengketa hukum yang baik.

5. Struktur Organisasi Kpu Kota Parepare

Komisioner

Ketua KPU KotaParepare

Hasrmuddin Husain, SH. ,M.H

Safriani Sudirman, S H

Mursalin Muslimin, S.E Firman Mustafa, S.Pd

‘ H. Santoso, S.50s, MM
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Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPU Kota Parepare

C.  Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang peran KPU Kota Parepare dalam
upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan yang kemudian
dikaitkan dengan siyasah dusturiyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data dari semua informasi yang
diterima dari responden dan dokumen, baik dalam bentuk statistik maupun dalam
format lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.?*. Adapun sumber data
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber

data sekunder.
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber/informan primer
melalui wawancara atau survey untuk memastikan kebenaran data, dan sumber data
utama dalam penelitian ini adalah yakni penyandang disabilitas mental di Kota

Parepare dan KPU Kota Parepare.

2. Data Sekunder

%4Joko Suboyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h.
89.
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Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh atau direkam oleh pihak lain). Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi dari buku, laporan,

jurnal, literatur, situs internet, dan beberapa organisasi terkait.

E.  Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:

1.  Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah suatu metode penelitian dimana data dapat diperoleh dengan
cara mengamati secara langsung suatu objek penelitian, yaitu pengamatan yang
dilakukan secara terencana dan sistematis?®>. Dalam hal ini peneliti langsung
mengunjungi lokasi atau tempat untuk observasi secara aktual dengan meneliti

langsung di KPU Kota Parepare.
2. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi verbal antara dua orang dalam
situasi tatap muka. Salah satunya melakukan wawancara dan meminta subjek
penelitian untuk informasi atau ekspresi seputar pendapat dan keyakinan mereka. 2°.

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Indonesia(Jakarta: Ikhtiar Baru Van
Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

ZEmzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h.
50.
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penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen

penting dalam proses penelitian®’.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan
perpustakaan sebagai data untuk analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan
metode pengumpulan data yang dapat membuat catatan-catatan penting terkait
dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak didasarkan pada asumsi dan

memberikan data yang lengkap dan terpercaya®.

2’Bagong Suryono ,Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

28 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.
158



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik

Penyandang Disabilitas Mental

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu adalah salah satu
dari kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip dasar dalam konsep demokrasi.
Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi dengan dasar Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam suatu negara yang
menganut sistem demokrasi kegiatan pemilu merupakan suatu kegiatan yang rutin
diselenggarakan sebagai suatu sarana penyaluran partisipasi politik sebagai warga
negara Indonesia. Salah satu bentuk dari partisipasi politik tersebut adalah dengan
menyalurkan hak pilihnya melalui kegiatan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum, hak Politik seseorang dapat digunakan baik itu mereka yang
mencalonkan diri untuk dapat dipilih dan mereka yang mengeluarkan hak suaranya

agar dapat memilih.

Hal ini kemudian sesuai dengan teori partisipasi politik yang dikemukan oleh
Huntington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik ke dalam berbagai bentuk
seperti: Tindakan individu sebagai bagian dari operasi pemilihan umum, lobi politik,
atau negosiasi politik dengan politisi atau pejabat kunci pemerintah atau anggota
parlemen, aktif dalam organisasi sosial atau organisasi sekunder partai politik,
mencoba untuk membangun jaringan politik dan melakukan tindakan kekerasan

dalam bentuk huru hara, deklarasi terorisme, kudeta, atau pemberontakan, kegiatan

36
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tersebut telah mencakup berbagai kegiatan warga dalam kehidupan politik atau

mempengaruhi kebijakan politik.

Berbicara mengenai Hak politik, hak politik secara bahasa terdiri dari dua kata
yakni, hak dan politik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata hak berarti hak,
atribusi, wewenang, kuasa untuk berbuat sesuatu, karena ditetapkan dengan undang-
undang untuk menuntut sesuatu, dan hak juga berarti derajat atau martabat.
Sedangkan kata politik berasal dari kata politic, yang menunjukkan sifat atau

perilaku pribadi.

Istilah politik ini dalam bahasa Latin disebut dengan politicus dan dalam
bahasa Yunani disebut dengan politicos dan mengacu pada warga negara. Kedua kata
tersebut juga berasal dari kata police yang berarti kota yang kemudian kata politik
diserap ke dalam bahasa Indonesia dalam arti segala hal dan tindakan
(kebijaksanaan, strategi, dll). Politik adalah gagasan untuk mendapatkan kekuasaan.
Secara umum, politik adalah upaya untuk menetapkan aturan yang diterima oleh
mayoritas warga negara untuk membawa masyarakat hidup berdampingan secara

harmonis.

Menurut Mirian Budiarjo, politik adalah berbagai kegiatan sistem politik atau
negara, termasuk proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaannya. Pada
dasarnya politik adalah jangkauan bangsa, dan berbicara tentang politik pada
dasarnya berbicara tentang bangsa. Hal ini karena teori politik mempelajari bangsa
sebagai sistem politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan bangsa itu
bergerak. Selain itu, politik mengkaji gagasan, prinsip sejarah pembentukan negara,

hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara.
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Berdasarkan uraian di atas, hak politik secara umum dapat diartikan sebagai
kebebasan memilih yang tidak diintervensi atau dirampas oleh siapa pun dalam
kehidupan sosial negara. Dalam pandangan para ahli hukum, hak politik adalah hak
dan perolehan dari mereka yang memenuhi syarat sebagai anggota suatu organisasi
(negara), seperti hak untuk memilih, hak untuk memilih, dan pelaksanaan hak-hak

sipil. situasi.

Hak politik adalah hak yang membantu individu mengatasi atau mengatur
masalah nasional melalui hak-hak ini. Hak politik adalah hak dasar setiap warga
negara untuk berkumpul (membentuk partai politik) dan menyampaikan
pandangannya, termasuk mengawasi dan mengkritik pemerintah jika terjadi
penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang melanggar keinginan rakyat.
melakukan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan hak politik yang berkaitan
dengan hak memilih dalam pemilihan umum, khususnnya bagi para penyandang

disabilitas mental.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Parepare selaku lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di Kota Parepare, mengemban
tugas secara langsung untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Parepare
mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksaan, termasuk dengan memastikan
bahwa pemenuhan hak pilih bagi kelompok minoritas seperti pendanyang disabilitas

mental dapat berjalan dengan baik.

Hal ini kemudian sejalan dengan teori lembaga negara yan dikemukan oleh
Ahmad Sukarja yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu fungsi negara,

maka dibentuklah alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai
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lembaga-lembaga negara. Kemudian Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga
negara yang tidak disebut namanya secara tegas dalam UUD 1945 akan
tetapiketentuannya telah ditentukan walaupun tidak secara rinci. Akan tetapi,
didalam pasal 22 E (5) UUD 1945 disebutkan dengan tegas bahwa pemilihan umum
itu harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri. Hal ini kemudian sejalan dengan visi dan misi dari Komisi Pemilihan

Umum Kota, yaitu:

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Adapun pengertian kata mandiri, profesional, dan berintegritas adalah sebagai
berikut:

a. Mandiri, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak
manapun, disertai dengan transparansi dan tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan dan akuntabel

c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,
tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan
kepentingan umum.

Misi:

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan rumusan umum dari
upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Parepare untuk
mewujudkan visi KPU Kota Parepare Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi misi dari KPU

RI yaitu:
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a. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan
dan kode etik penyelenggara pemilu

b. Melaksanakan peraturan dibidang kepemiluan, dan pemilihan dalam upaya
memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif

c. Menigkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan pemilihan
di Kota Parepare yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
menyelanggarakan pemilu serentak dan pemilihan

e. Berupaya dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu serentak dan
pemilihan di Kota Parepare

f. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak dan pemilihan di Kota

Parepare kepada seluruh pemangku kepentingan.

Melihat dari penjelasan diatas penting agar kiranya menguraikan sejauh mana
peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas

mental pada pemilu tahun 2019 di Kota Parepare.

Agar mengetahui sejauh mana peran KPU Kota Parepare dalam memenuhi hak
politik bagi penyandang disabiltas mentak dalam hal ini adalah hak pilihnya pada
pemilu tahun 2019 di Kota Parepare penulis akan mengurakan beberapa hasil
wawancara dengan ibu Safriani Sudirman, S.H selaku komisioner KPU Kota
Parepare terkait dengan bagaimana pendapat KPU Kota Parepare Terhadap Putusan

MK No. 135/PUU-XI11/2015.

”Yah kalau diminta mengenai tanggapan tentu KPU Kabupaten/Kota dalam hal
ini adalah sebagai pelaksana aturan, apapun yang digariskan ataupun yang
telah ditentukan pasti akan dilaksanakan. Kami sebagai pelaksana aturan tidak
boleh memiliki penafsiran lain-lain terhadap setiap keputusan-keputusan yang
telah diberikan dari pusat baik itu berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang
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kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang yang kemudian diturunkan ke
PKPU. Jadi KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini KPU Kota Parepare sebagai
pelaksana aturan tidak dalam kapasitas dalam menafsirkan peraturan.” 2°

Kemudian terkait dengan bagaimana peran KPU Kota Parepare dalam
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu Kota Parepare

Tahun 2019, penulis menguraikan hasil wawancara bersama ibu Safriani

“ Terkait peran KPU Kota Parepare dalam hal pemunuhan hak politik bagi
penyandang disabiltas mental tentu sangatlah penting. mengingat KPU sebagai
pelaksana pemilihan umum tentu kami memastikan bahwa penyandang
disabilitas mental mendapatkan hak yang sama dengan wargaa negara yang
lainnya untuk dapat memilih dalam pemilihan umum.” 3°

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi
Pemilihan Umum Kota Parepare memiliki peran yang sangat penting dalam
pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, sebagai lembaga yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Parepare pada tahun 2019.

Dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabiltas mental KPU
melakukan beberapa upaya dimulai dari melakukan pemutakhiran data, penetapan
DPT hingga pelaksanaan sosialisasi kepada para penyandang disabiltas, sebagaimana
yang akan penulis uraikan dari wawancara penulis bersama ibu Safriani Sudirman

selaku komisioner KPU Kota Parepare sekaligus sebagai anggota defisi Teknis.

“ Tentu dalam hal ini dimulai dengan pemutahiran data Jadi sepanjang pemilih
tersebut Bersyarat kemudian didata di dalam DPT atau kalau tidak terdaftar di
dalam DPT itu kemudian bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP
selama mereka bersyarat maka mereka akan diberikan hak pilihnya kemudian
juga tentu yang bersangkutan mau menggunakan hak pilihnya Jadi sepanjang
mereka terdaftar sebagai DPT dan mereka mau menggunakan hak pilihnya

29 Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis
di KPU Kota Parepare, 23 November 2021.

%0 Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis
di KPU Kota Parepare, 23 November 2021.
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maka kami selaku penyelenggara akan memberikan hak pilihnya kepada
mereka.”

Berdasarkan pada wawancara diatas KPU Kota Parepare telah melakukakan
pemutakhiran data dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini sesuai dengan
apa yang menjadi tugas KPU Kota Parerepare Berdasarkan pada UU No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilhan Umum pada pasal 18 sebagai berikut:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. menggordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

f.  melakukan dan mengumumkan rekaptulasi hasil perhitungan suara pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekaptulasi suara di PPK

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawalu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai

dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota
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i. menindaklanjuti dengan segara temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota

J.  menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut penulis sajikan data Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota

Parepare.

Tabel 4.1 Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden)

Data Pemilih Tetap (DPT)

No. Kecamatan
L P Jumlah
1. | Bacukiki 6516 6791 13307
2. | Bacukiki Barat 14666 16103 30769
3. | Ujung 10777 11762 22539
4. | Soreang 15899 16597 32496
Jumlah Kota Parepare 47858 51253 99111

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare
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Tabel 4.2 Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Kota

Parepare)
Data Pemilih Tetap (DPT)
No. Kecamatan

L P Jumlah

1. Parepare 1 21182 22894 44076
2. Parepare 2 10777 11762 22539
3. Parepare 3 15899 16597 32496
Jumlah Kota Parepare 47858 51253 99111

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.3 Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD
Provinsi, DPD, dan DPR RI)

Data Pemilih Tetap (DPT)

No Kecamatan

' L P Jumlah
1. Bacukiki 6516 6791 13307
2. Bacukiki Barat 14666 16103 30769
3. Ujung 10777 11762 22539
4. Soreang 15899 16597 32496
Jumlah Kota Parepare 47858 51253 99111

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare
Tabel 4.4 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden)
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Data Pemilih Disabilitas

No. Kecamatan
L P Jumlah
1. | Bacukiki 25 44 69
2. | Bacukiki Barat 60 84 144
3. | Ujung 38 56 94
4. | Soreang 90 75 165
Jumlah Kota Parepare 213 259 472

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.5 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD Kota

Parepare)
Data Pemilih Disabilitas
No. Kecamatan
L P Jumlah

1. | Parepare 1 78 133 211

2. | Parepare 2 2 56 91

3. | Parepare 3 65 84 149
Jumlah Kota Parepare 178 273 451

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.6 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPRD

Provinsi)
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Data Pemilih Disabilitas
No. Kecamatan
L P Jumlah

1. | Bacukiki 21 32 53

2. | Bacukiki Barat 57 101 158

3. | Ujung 35 56 91

4. | Soreang 65 84 149
Jumlah Kota Parepare 178 273 451

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.7 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPD)

Data Pemilih Disabilitas
No. Kecamatan
L P Jumlah

1. | Bacukiki 21 32 53

2. | Bacukiki Barat 67 101 168

3. | Ujung 35 56 91

4, Soreang 63 84 147
Jumlah Kota Parepare 186 213 459

Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare

Tabel 4.8 Data Pemilih Disabilitas Kota Parepare 2019 (Pemilihan DPR RI)

No. Kecamatan Data Pemilih Disabilitas
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L P Jumlah
1. | Bacukiki 21 32 53
2. | Bacukiki Barat 57 101 158
3. | Ujung 35 56 91
4. | Soreang 65 84 149
Jumlah Kota Parepare 178 273 451
Sumber Data: Kantor KPU Kota Parepare
E )
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Gambar 4.1 Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare 2019
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Gambar 4.2 Data Penyandang Disabilitas Kota Parepare 2019

Setelah melakukan pemutakhiran data dan penetapan DPT upaya yang
selanjutnya dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam pemunuhan hak pilih bagi
penyandang disabiltas mental adalah melaksanakan sosialisasi kepada para
penyandang disabilitas berikut wawancara yang dilakukan penulis bersama ibu

Safriani:
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“Secara umum kita melakukan sosialisasi, Sebenarnya yang paling utama yang
disosialisasi adalah saudara-saudara kita yang disabilitas mental itu karena
selalu ada anggapan bahwa disabilitas mental itu sama dengan gila padahal hal
itu sangat berbeda Jadi selain yang utama adalah yang dirubah paradigma nya
itu adalah orang-orang disekitar saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
karena mereka juga memiliki hak pilih dan tidak boleh dihalang-halangi untuk
memilih. untuk pemilihan tahun 2019 selalu kami turun sosialisasi ke SLB
karena ternyata di sana banyak yang yang sudah memenuhi syarat 17 tahun
untuk memilih. Selain itu di sana juga banyak kondisi-kondisi disabilitas
lainnya sehingga Kita turun sosialisasi di sana supaya sekaligus menjangkau
penyandang disabilitas lainnya. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada
masyarakat umum dan juga para penyandang disabilitas.”>*

Selanjutnya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum KPU memiliki
peranan dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat umum dan
penyandang disabilitas tugas ini diemban oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota. Dalam proses pelaksanaan sosialisasi, KPU tidak hanya
memberikan informasi mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilihan akan
tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tak terkecuali bagi
mereka para penyandang disabiltas. Hal ini kemudian sejalan dengan sasaran

strategis KPU Kota Parepare.

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertam yaitu “ Mewujudkan Komisi Pemilihan
Umum Kota Parepare yang mandiri, profesional, dan berintegritas” , yaitu:

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat

b. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas

c. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga penyelengggaran pemilu

dan pemilihan yang berkualitas

31 Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis
di KPU Kota Parepare, 23 November 2021
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Sasaran strategis untuk tujuan kedua yakni “ Menyelenggarakan Pemilu
Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif” , yaitu:
a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh
lapisan masyarakat
b. Terwujudnya koosmimasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan
standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi
serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi.

Terkait pelaksanaan sosialisasi dan pemberian pendidikan politik kepada
penyandang disabilitas mental penulis melakukan wawancara dengan ibu Sitti
Kadriyah selaku Kasubbag Program dan Data, berikut penulis uraikan hasil

wawancara tersebut.

“ Dalam upaya pemenuhan hak politik bagai para penyandang disabilitas kami
dari KPU Kota Parepare telah melaksanakan sosialisasi bagi mereka yang
mengalami disabiltas. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi
kepada mereka mengenai bagaimana tata pemilihan dan lain sebagainya.
sosialisasi ini kami laksanakan di beberapa tempat seperti di SLB Kota
Parepare dan Daerah Lauleng.”

Berdasarkan pada wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa KPU Kota
Parepare telah mengupayakan agar hak politik para penyandang disabiltas tak
terkecuali disabilitas mental agar dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Selanjutnya
penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa masyarakat yang

mengalami disabiltas mental. Berikut wawancara penulis bersama ibu Joharia ibunda

32 Sitti Kadriyah, Kasubbag Program dan Data KPU KotaParepare Periode 2020-2024,

wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 23 November 2021.
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dari Putri Pratiwi Zakaria (Penyandang Disabiltas Mental) di jalan atletik Kel

Lapadde Kec. Ujung, Kota Parepare:

“ begini nak, kami sebelumnya tidak pernah mendapat sosialisasi apapun dari
KPU, baik itu berupa kunjungan langsung ataupun sosialisasi yang secara
ramai-ramai. Tapi pada saat pemilihan putri ikut kok mencoblos dan saya yang
temani dia pi macoblos” 3

Tak hanya itu Nur aini selaku adik sepupu dari Asse (Penyandang Disabiltas
Mental) melalui wawancara yang penulis lakukakan di kediamannya di Jalan Lambo,
Kota Parepare menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi

apapun dari KPU Kota Parepare. Berikut hasil wawancaranya:

“ tidak ada sedding pernah dari KPU datang kesini untuk sosialisasi atau na
undang ki untuk ikut sosialisasi kalau memang ada na lakukakan sosialisasi” **

Selain mensosialisasikan pemilu kepada penyandang disabilitas, KPU Kota
Parepare berupaya mewujudkan hak politik penyandang disabilitas mental dengan
memberikan akses berupa sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk
menggunakan hak politiknya. Dengan Memastikan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas KPU berharap dapat menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi

penyandang disabilitas dalam menjalankan hak politiknya.

“Didalam PKPU dipersyaratkan TPS harus ramah semua kondisi penyandang
disabilitas dan harus memenuhi syarat aksesbilitas, jadi semua bisa mengakses
TPS tidak menyusahkan. TPS harus bisa diakses dan seperti itu syaratnya.
Dengan cara tentu yang pertama ke TPS atau kalau misalkan dalam peraturan

33 Joharia, Ibunda dari Putri Pratiwi Zakaria (Penyandang Disabilitas Mental), wawancara
oleh penulis di Jalan Atletik Kota Parepare, 29 Desember 2021
34 Nur aini, adik sepupu dari asse (Penyandang Disabilitas Mental), wawancara oleh penulis

di Jalan Lambo Kota Parepare, 05 Januari 2022
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KPU itu telah disebutkan bahwa apabila yang bersangkutan tidak dapat datang
ke TPS Tetapi kemudian pelaksanaan pemungutan suara di TPS semua
terpenuhi hak pilihnya nya dan masih ada waktu maka bisa dikunjungi. dan
apabila mereka membutuhkan pendamping pada saat pemilihan atau
pemungutan suara maka KPU akan menjamin memberikan pendampingan.
Pada saat didampingi maka pendamping harus dapat menjamin kerahasiaan
dari yang didampingi.”®

Berdasarkan pada penjelasan diatas, secara garis besar ada 3 hal yang

dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam usaha memenuhi hak politik penyandang

disabilitas mental diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pemutakhiran Data
2. Pelaksanaan Sosialisasi
3. Penyediaan Aksesibilitas

Melihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Parepare
dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental pada Pemilihan
Umum Kota Parepare Tahun 2019 sangat patut untuk diberikan apresiasi meskipun
demikian masih banyak penyandang disabilitas mental yang belum sepenuhnya
menjangkau upaya tersebut. Penulis menaruh harapan agar sekiranya upaya yang
dilakukan oleh KPU Kota Parepare dapat di evaluasi atau ditingkatkan sehingga para
penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dapat menggunakan
hak politiknya sebagaimana mestinya dan memperoleh manfaat dari apa yang telah

diupayakan oleh KPU Kota Parepare.

% Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis
di KPU Kota Parepare, 23 November 2021
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B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Mental

Dalam upaya untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas mental
pada Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2019 tidaklah mudah, pasti ada
halangan atau hambatan yang diilalui oleh KPU Kota Parepare sebagai lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum. Seperti yang disampaikan oleh ibu Safriani
Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare dalam wawancaranya bersama penulis

yang dilakukan di KPU Kota Parepare:

“ dalam proses KPU untuk melaksanakan pemberian hak pilih bagi
penyandang disabilitas mental tentu ada beberapa problem yang dihadapi oleh
KPU Kota Parepare yang pertama adalah kurangannya dukungan serta stigma
negatif dari keluarga ataupun lingkungan sekitar dari penyandang disabilitas
mental yang beranggapan bahwa pemilih dengan disabilitas baik itu disabilitas
mental atau non mental tidak diperlukan dalam pemilihan umum.” 3¢

Dilihat dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa lingkungan sekitar dari
penyandang disabilitas mental yang tidak mendukungan menjadi salah satu faktor
penghambat bagi KPU Kota Parepare karena anggapan mereka yang menyebutkan
bahwa suara dari pendang disabilitas mental dianggap tidak perlu dan tidak penting.
Ini juga selaras dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Marsela selaku adik
ipar dari Harapa (Penyandang Disabiltas Mental) melalui wawancara yang penulis
lakukakan di kediamannya di Jalan Lambo, Kota Parepare Berikut hasil

Wwawancaranya.:

“ semenjak sakit dia (Harapa) sudah tidak pernahmi mencoblos karena
menurut kami ndak perlu ji karena takutnya orang Kira nanti kenapa orang kaya
begini ikut memilih. Padahal dia (Harapa) kadang normal ji kaya kita-Kita tapi

% Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis
di KPU Kota Parepare, 23 November 2021
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kalau kambuh lagi yah begitu mi suka marah-marah atau tiba-tiba bicara
sendiri.” 3

Selanjutnya hambatan besar yang dialami oleh KPU Kota Parepare adalah dari
segi pemutakhiran data karena sangat minim informasi dan data yang diperoleh
terkait penyandang disabilitas mental, kurangnya organisasi-organisasi atau relawan
yang terkait dengan disabilitas ini di Kota parepare. Berikut penulis uraikan

wawancara terkait ini:

“ sebenarnya secara teknis tidak ada hambatan yang dirasakan oleh KPU akan
tetapi secara Informasi dan data kami merasa ada hambatan besar terutama dari
segi pemutakhiran data, hal ini dikarenakan sangat minimnya informasi dan
data yang diperoleh oleh KPU Kota Parepare terkait penyandang disabilitas
mental, kemudian kurangnya organisasi-organisasi atau relawan yang terkait
dengan disabilitas ini di Kota parepare.” 8

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa Hambatan yang dirasakan oleh

KPU Kota Parepare diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan dan banyaknya stigma negatif dalam lingkungan

penyandang disabiltas mental

2. Kurangnya data dan informasi terkait penyandang disabiltas mental

sehingga kesulitan dalam melaksanakan pemutakhiran data

3. Kurangnya organisasi-organisasi atau relawan terkait penyandang disabiltas

mental.

37 Marsela, adik ipar dari Harapa (Penyandang Disabilitas Mental), wawancara oleh penulis

di Jalan Lambo Kota Parepare, 05 Januari 2022

38 Safriani Sudirman, Komisioner Kota Parepare Periode 2020-2024, wawancara oleh penulis
di KPU Kota Parepare, 23 November 2021
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Melihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare
sebenarnya hampir miris melihat saudara-saudara kita penyandang disabilitas mental
harus mendapatkan banyaknya stigma negatif hingga cibiran dari masyarakat sekitar
mengenai kondisi mereka. Padahal mereka pada dasarnya juga memiliki hak yang
sama seperti kita, sama-sama berhak memperoleh pendidikan, kehidupan yang layak,
bebas berpendapat dan berorganisasi, bahkan mereka juga memiliki hak untuk dapat
memilih dalam suatu pemilihan umum. Karena mereka juga memiliki hak asasi

manusianya sendiri, hak yang memang sudah mereka miliki sejak mereka lahir.

Menurut Jimly Asshiddigie, esensi utama dari hak asasi manusia adalah
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang seutuhnya,
serta adanya jaminan persamaan atas hak setiap warga negara untuk bebas dari
tindakan diskriminasi karena perbedaan ikatan primordial seperti suku, ras, agama

dan etnis.

Selain itu Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental juga sebenarnya sudah
diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi
syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota
DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai
calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Legitimasi tersebut
dipertegas dengan ketentuan Pasal 13 bagian (a) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa salah satu bentuk aktualisasi hak

politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
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C. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang

Disabilitas Mental

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari figh siyasah yang membahas
masalah hukum nasional. Bagian ini membahas pilar penting legislasi, konsep
konstitusi (konstitusi negara dan sejarah asal-usulnya), legislasi (cara membuat

undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura.

Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk mencapai kesejahteraan
manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Persoalan dalam siyasah duturiyah
menyangkut hubungan antara penguasa di satu pihak dengan rakyat dan lembaga-
lembaga masyarakat.. Dalam figh siyasah Dusturiyah terdapat beberapa zona yang
mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks, di antaranya adalah sebagai

berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya
Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
Persoalan baiat

Persoalan waliyul ahdi

Persoalan perwakilan

Persoalan ahlul ahli wal aqdi

© N o g & W D

Persoalan wizarah dan perandingannya.

Selanjutnya persoalan figh siyasah dusturiyah pada umumnya tidak dapat
terlepas dari dua hal pokok; yang pertama adalah dalil-dalil kulliy, baik itu ayat-ayat

Al-quran maupun Hadis, Magasidu Syariah, dan semnagat ajaran islam di dalam
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mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya®,

Terkait dengan pemberian hak pilih kepada penyadang disabiltas mental dalam
islam ada yang disebut dengan taklif atau pembebanan suatu kewajiban kepada
seseorang. Dalam Islam, mereka yang dikenakan taklif dianggap mampu menggugat.
Oleh karena itu, sebagian besar ulama ushul figh sangat meyakini bahwa dasar

sanksi hukum terhadap seorang mukallaf adalah kebijaksanaan dan pemahaman.

Dengan kata lain, seseorang dapat dikenakan hukum atau sanksi jika
pikirannya jernih dan memahami peraturan-peraturan yang dikenakan kepadanya.
Jadi bagi orang yang tidak mengerti atau tidak berakal dianggap tidak mengerti atau

memahami taklif.

Lalu bagaimana dengan penyandang disabiltas mental? Apakah mereka

seseorang yang tidak dapat dikenakan taklif atau tidak dapat dibebankan hukum?

Para ulama ushul figh bersepakat bahwa jika seorang mukallaf telah memenuhi
dua syarat maka ia dapat dikenakan taklif, adapun dua syarat tersebut diantaranya

sebagai berikut:

1. Seseorang dapat memahami khitbah syar'i (petunjuk syar'i) yang terkandung

dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung atau melalui orang lain.

39 Ellemmia Lorenza Pradana, Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pemenuhanan Hak Politik
Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran),

(Skripsi Sarjana: Lampung: Universitas Raden Intan: 2021)
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Dengan kata lain, orang yang tidak mampu memahami khitbah syar'i belum
tentu bisa melakukan taklif. Pemahaman hanya mungkin melalui akal
manusia, dan hanya akal yang dapat mengetahui apakah taklif harus diambil
atau ditinggalkan.. Dapat dipahami bahwa akal sseorang sulit diukur, dan
akal manusia berbeda, sehingga syara’ menetapkan kriteria dasar lain
sebagai indikator yang jelas apakah seseorang telah memiliki akal atau

belum, indikatornya adalah masa remaja seseorang

2. Seseorang harus mampu bertindak secara hukum, dalam Ushul Figh disebut
Ahliyyah. Jika dilihat dari bahasa (asal), ahliyyah berarti mempelajari
sesuatu, tetapi jika berbicara (istilah), menurut para ahli Ushul Figh adalah:
“ Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar’ i

untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’*°
Ahliyyah dapat dibagi menjadi dua bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ahliyyah ada’, Ahliyyah ada' adalah sifat kemampuan bertindak secara sah
bagi mereka yang dianggap sempurna untuk bertanggung jawab atas segala
perbuatan, baik positif maupun negatif. Jika perbuatannya memenuhi syarat
syara’, ia dianggap telah memenuhi kewajibannya dan berhak atas ganti
rugi. Di sisi lain, jika dia melanggar persyaratan Shara, dia akan dianggap
berdosa dan akan dihukum. Dengan kata lain, ia akan mampu memikul hak
dan kewajibannya. Timbangan untuk menentukan apakah seseorang

memiliki ahliyyah ada' adalah aqil, balig, dan cerdas.

40 Rachmat Syafel, IImu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.336
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b. Ahliyyah al-Wajub, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-
hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh
kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta
bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima harta
waris dari keluarganya. Sebenarnya, ia dianggap belum mampu untuk
dibebani kewajiban-kewajiban syara’ , seperti shalat, puasa, haji dan lain-
lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya
sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan dalam
menentukan ahliyyah al-wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak
dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki
seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan
ahliyah al-wujub, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak
pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak
boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau wasi (orang yang
diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum

mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban*:.

Berdasarkan pada penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa
pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemberian hak politik bagi penyandang
disabilitas mental dapat dilaksanakan karena walaupun sebenarnya, ia dianggap
belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara’ akan tetapi mereka tetap

berhak memperoleh itu karena berdasarkan Ahliyyah al-Wajub seseorang dapat

41 Analiansyah, “ Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap
Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia” ,
Conference Proccedings-ARICIS I, h.198-199
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menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani

seluruh kewajiban.

Dalam Ahliyyah al-Wajub ukuran yang digunakan dalam menentukan ahliyyah
al-wujub adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh,

kecerdasan, dan lain-lain.

Jika kita kontekskan dengan penyandang disabilitas mental, maka mereka
sebenarnya berhak memperoleh hak politik mereka karena mereka memang berhak
untuk memperoleh hal tersebut mengingat mereka terjamin dengan hak asasi
manusia. Akan tetapi dalam proses penggunaan hak politiknya seorang penyandang
disabilitas sebaiknya didampangi oleh wali/orang yang diberi wasiat untuk

mendampinginya.

Selanjutnya terkait siyasah dusturiyah maka tidak terlepas dari peraturan atau
undang-undang. Terkait pemberian hak politik penyandang disabilitas mental jika
Kita berbicara dari perspektif undang-undang maka tentu penyandang disabilitas
mental tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh hak politiknya. Namun dalam
islam tidak hanya menjaga undang-undang akan tetapi juga menjaga hati nurani

sesama manusia, yang berarti

Islam tidak hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani
sesama manusia, yang berarti pengatasan terhadap nasib mereka tidak bisa
diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang, tetapi juga mematuhi nilai-nilai
kemanusiaan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama demi memperjuangkan
hak dan membenahi kehidupan penyandang disabilitas mental. Islam juga

memerintahkan pembentukan hukum yang adil diantara manusia, karena keadilan
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adalah prinsip konstiusional dan sebagai dasar atau proses politik keagamaan. Seperti

yang dijelaskan dalam Q.S. An Nisa:4/ 58 sebagai berikut:

& ol s e 135 b () L 15358 G G )

| s Uil IS ) (g g s ) il 1 583
Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 4?

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk
menjalankan amanat secara sempurna, jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik
atau mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah juga memerintahkan
kepada kita apabila sedang menetapkan hukum diantara sesama manusia baik yang
berselisih ataupun tanpa berselisih. Maka harus sesuai dengan ajaran islam yaitu
berlaku adil tanpa memihak kecuali kepada yang benar dan tidak memberikan sanksi

kecuali kepada yang bersalah.

Perintah untuk berbuat adil ditujukan untuk manusia secara menyeluruh.
Dengan demikian keadilan maupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa
melihat latar belakangnya. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat penting

dalam menegakan memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak

42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’ an Dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-
Syifa, 1998), h 87
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penyandang disabilitas mental serta melindunginya. Hal ini sesuai dengan kaidah

figh siyasah, yaitu:

Aaliaaly Lt e 150 e el i

Artinya:
“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan
kemaslahatan*®”

Dalam kaidah ini memiliki arti bahwa segala kebijakan pemerintah
mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Apabila aspirasi rakyatnya tidak didengarkan
maka keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif berlaku. Kaidah
ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu
pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena
seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang
dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa
adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita
berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin
atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang

membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan seluruh rakyat
Indonesia, maka negara mempunyai tugas penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Ada tiga tugas yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1 Al-Sulthah al-Tasri’ iyyah (kekuasaan legislatif) adalah membuat

perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini,

4 Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Jurnal
Madania Vol. XVIIl, No. 1, 2014, h.8
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Negara memiliki kewenangan untuk menafsirkan, menganalogikan, dan
inferensi nash-nash al-Qur’an dan Hadis. Menafsirkan adalah upaya negara
untuk memahami dan menemukan makna sebenarnya yang dijelaskan dalam
nash. Analogi yaitu dengan menggunakan metode Qiyas, hukum yang
memuat nash-nash tentang masalah yang berkembang didasarkan pada
persamaan sebab hukum. Sedangkan Inferensi adalah metode legislasi
dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Tuhan).
Tanpa nash, kekuasaan legislatif akan terus berkembang, kecuali
menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

Al-Sulthah al-Tanfidziyah (kekuasaan eksekutif), bertugas melaksanakan
undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal
ini negara melakukan kebijakan baik yang berkaitan dengan urusan dalam
negeri dan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).
Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah/presiden (kepala
negara) yang dibantu oleh suatu kabinet atau dewan menteri yang dibentuk
sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi.

Al-Sulthah al-Qadha’ iyah (kekuasaan yudikatif) bertanggung jawab untuk
menegakkan hukum dan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini sering mencakup wilayah al-
hisbah (lembaga peradilan yang bertanggung jawab menangani perkara
pelanggaran ringan seperti penipuan dalam bisnis), wilayah al-gqadha
(pengadilan yang memutuskan perkara antar warga negara baik perdata
maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang

menangani perkara kelalaian penyelenggara negara dalam menjalankan
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tugasnya, misalnya seperti kebijakan pengambilan keputusan politik yang
merugikan dan pelanggaran kepentingan atau hak warga negara serta

pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas publik).

Kalau misalkan presiden (pemimpin), keputusan presiden haruslah membawa
kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah
adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara serta
kepemimpinannya bagi seluruh kepentingan masyarakat. Terkait dengan pemberian
hak pilih bagi penyandang disabilitas mental menurut penulis ini sudah benar karena
pemerintah selaku pemimpin tetap harus membuat kebijakan yang tidak

menyampingkan lapisan masyarakat tertentu.



BAB V
PENUTUP

A.  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait “ Peran KPU Kota
Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menal (Persepektif
Siyasah Dusturiyah)” , maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pare dalam pemenuhan hak
politik penyandang disablitas mental dalam pelaksanaan pemilihan umum
(Pemilu) 2019 yang pertama adalah melakukan pemutakhiran data pemilih
agar dapat memastikan pemilih disabilitas (mental atau non mental) yang
berhak untuk memilih telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT),
sosialisasi pemilu kepada masyarakat umum dan penyandang disabilitas
(mental atau non mental) dan penyediaan aksesibilitas kepada penyandang

disabilitas.

2. Faktor penghambat yang dirasakan oleh KPU Kota Parepare dalam
pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 di
Kota Parepare adalah kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan
sekitar dari penyandang disabilitas mental, kesulitan dalam pemutakhiran
data akibat kurangnya data dan informasi seputar disabiltas mental, dan
kurangnya oranisasi-organisasi dan relawan terkait disabilitas mental di

Kota Parepare.

3. Pandangan siyasah dusturyah terhadap pemberian hak politik bagi
penyandang disabilitas mental tidaklah dilarang dan sesuai denga prinsip
dan kaidah figh siyasah. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan

kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial sesorang.
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B. Saran

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis
memberikan beberapa saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KPU Kota Parepare harapannya kedepan dapat lebih teliti dalam proses
pemutakhiran data agar sekiranya penyandang disabilitas mental lainnya
juga dapat terdata dan dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum.

2. Pemerintah dan KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilihan
umum harus lebih memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas
khususnya disabilitas mental karena masih banyak stigma negatif atau
sering dipandang sebelah mata oleh sebagaian masyarakat. Selain
memperhatikan hak, pemerintah juga diharapkan dapat mengakomodasi
organisasi-organisasi yang dapat mendukung saudara-saudara Kkita

penyandang disabilitas mental.

3. KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum
seharusnya dapat memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi kepada para
penyandang disabilitas tak terkecuali penyandang disabilitas mental agar
dapat menyeluruh dan sekiranya mereka dapat memahami bahwa
penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti kita. Selain itu
KPU Kota Parepare diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mentalagar dapat memudahkan

bagi mereka untuk menyalurkan hak pilihnya.

4. Penyandang disabilitas mental diharapkan dapat turut aktif dalam
mendukung perang KPU Kota Parepare dalam Upaya Pemenuhan hak

politik bagi penyandang disabilitas mental.
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